
Mengingat        :   a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

b.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

c.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

d.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

e.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

f.Keputusan Ketua  Mahkamah Agung  Republik Indonesia
Nomor  1-144/KMA/I/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan
Informasi Peradilan;

g.Keputusan Ketua  Mahkamah Agung  Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 28 /SK /OT.00/II/2020

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan
Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12
November 2019 atas perubahan Keputusan Dirjen Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tanggal
26 Pebruari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri perlu segera ditindak lanjuti agar
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan,
terukur dan terjangkau;

b.Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan
PTSP di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu di tunjuk
personel sebagai Pengawas dan petugas pelayanan, dari
Kepaniteraan dan kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum
dan Keuangan;

c.Bahwa pengawas dan petugas pelayanan yang akan di
tetapkan dalam Surat keputusan ini dianggap cakap dan
mampu melaksanakan tugas  pelayanan sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan Keputusan Direktur  Jenderal
Badan Peradilan Umum No. 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019.


